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SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : W18-U/2227/UM.02.2/X1/2017

TENTANG

PENUNJUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2017
PADA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR

Membaca

Menimbang

Mengingat

KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR

Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor
933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 perihal Reviu
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017 ;

Bahwa untuk Kelancaran Penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama
(IKU) Tahun 2017 dipandang perlu menunjuk Tim Reviu Indikator
Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017 Pada Pengadilan Tinggi Kalimantan

Timur ;

b. Bahwa Pejabat/Pegawai yang nama-namanya tercantum dalam daftar

C.

lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu ditunjuk
sebagai Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2017 Pada
Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur ;

Bahwa Penunjukan Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun
2017 Pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagaimana
dimaksud pada huruf b perlu dituangkan dalam Surat Keputusan ;
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja
Utama di Lingkungan Pemerintah ;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja



Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

Instansi Pemerintah ;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) ;

6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
192/KMA/SK/X1/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja
Utama Mahkamah Agung RI;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
TENTANG TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2017
PADA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR ;

Menunjuk Pejabat/Pegawai sebagaimana tersebut dalam daftar
lampiran Keputusan ini sebagai Tim Reviu Indikator Kinerja (IKU) Tahun

2017 Pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.

Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2017 pada Pengadilan
Tinggi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud pada diktum pertama
dalam melaksanakan tugasnya agar berpedoman pada ketentuan
perundang - undangan yang berlaku dan penyelesaiannya dilaksanakan
tepat waktu.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui
dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dengan ketentuan
bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana

mestinya.

_Ditetapkan : di Samarinda
) Tangga pember 2017




Lampiran SK Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur
Nomor : W18-U/ 2227 /UM.02.2/X1/2017
Tanggal ¢ 9 Nopember 2017
Tentang :  Penunjukan Tim Reviu Indikator Kinerja
Utama (IKU) Tahun 2017 Pada Pengadilan
Tinggi Kalimantan Timur.
No. NAMA JABATAN KEDUDUKNN
DALAM TIM
1. | DR.H.Soedarmadji, SH.M.Hum. Ketua Pengadilan Tinggi Penanggung
Kalimantan Timur Jawab
2. | DR.H. Syahrial Sidik, SH.MH. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Koordinator
Kalimantan Timur
3. | Hj. Titik Winarti, SH. Panitera Ketua
4. | Drs. Yusrizal, MH. Sekretaris Wakil Ketua
5. | Dra. Hamdiah Kabag. Perencanaan dan Sekretaris |
Kepegawaian.
6. | A. Khaidarsyah, SH. Kabag. Umum dan Keuangan Sekretaris Il
7. | Poltak Sitorus, SH.MH. Hakim Pengawas Bidang Perdata Anggota
8. | Ida Bagus Dwiyantara, SH Hakim Pengawas Bidang Perdata Anggota
9. | Sinjo Julianus Maramis, SH.MH. | Hakim Pengawas Bidang Pidana Anggota
10. | Railam Silalahi, SH.MH. Hakim Pengawas Bidang Pidana Anggota
11. | Joseph F .E. Fina,SH.MH. Hakim Pengawas Bidang Hukum Anggota
12. | Arthur Hangewa, SH. Hakim Pengawas Bidang Hukum Anggota
13. | H. Mahfud Saifullah, SH.MH. Hawasbid Pidana Khusus Tipikor Anggota
14. | Moch. llyas, SH.MH. Hawasbid Pidana Khusus Tipikor Anggota
15. | Halifah, SH Panitera Muda Perdata Anggota
16. | Drs. Gusti Taufik, SH. Panitera Muda Pidana Anggota
17. | Abdul Hadi, SH. Panitera Muda Hukum Anggota
18. | H. Abdul Halim, SH. Panmud. Pidana Khusus Tipikor Anggota
19. | Nur Indah Sari, ST. SH. Kasubag. Rencana Program dan Anggota
Anggaran
20. | Slamet Waluyo, SE. Staf Kepaniteraan Hukum Operator
21. | Asiani Lakobi, SE. Staf Kepaniteraan Pidana Operator

,/-qnetapkan : di Samarinda
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BAB |
PENDAHULUAN

A. UMUM

Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian
sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan
strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Instansi Pemerintah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan
memperhatikan capaian indikator kinerja utama untuk melengkapi informasi yang
dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan
peningkatan Akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
PER/09/M.PAN/05/2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Instansi Pemerintah, yang dimaksud Indikator Kinerja Utama (IKU) disini
adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis sebuah organisasi,
Indikator Kinerja Utama (IKU) juga merupakan ukuran keberhasilan yang
menggambarkan Kinerja Utama Instansi Pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi serta

mandat (core business) yang diemban.

B. MAKSUD DAN TUJUAN
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi pemerintah ini
mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :
1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam rangka
menyelenggarakan manajemen kinerja yang baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran
strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan

akuntabilitas kinerja.




BAB I
INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan Indikator Kinerja Utama dilakukan oleh setiap instansi pemerintah yang
meliputi Kementerian Koordinator/Kementerian Negara/ Departemen/ Lembaga Pemerintah
Non Departemen, Sekretariat Jenderal Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga lain yang
menjalankan fungsi pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota dan Pemerintah
Kabupaten.

Indikator Kinerja Utama (Key Perfomance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari
suatu tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi. Indikator kinerja utama instansi
pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja utama pada
setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil
(outcome) dengan tatanan sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tingkat Kementerian Negara/Departemen/LPND/
Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kota/Pemerintah Kabupaten, sekurang-kurangnya
adalah indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi.

2. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada unit organisasi setingkat Eselon | adalah indikator
hasil (outcome) dan atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran
(output) unit kerja dibawahnya.

3. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada unit organisasi setingkat Eselon Il/Satuan
Kerja/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang — kurangnya adalah indikator keluaran (output).

Indikator Kinerja Utama juga merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja
Utama digunakan instansi pemerintah untuk :

a. Perencanaan jangka menengah ;

b. Perencanaan tahunan ;

¢. Penyusunan dokumen penetapan kinerja;

d. Pelaporan akuntabilitas kinerja ;

e. Evaluasi kinerja instansi pemerintah ; dan

——




A. PEMILIHAN DAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah
melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) dari instansi pemerintah yang

bersangkutan.

Pemilihan dan Penetapan indikator kinerja utama harus memenuhi karakteristik
indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi
yang bersangkutan yaitu :

a. Spesifik ;

b. Dapatdicapai;

c. Relevan;

d. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur ;
e. Dapat dikuantifikasi dan diukur ;

Adapun hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam rangka pemilihan dan

penetapan Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

a. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah, Rencana

Strategis, kebijakan Umum dan Dokumen strategis lainnya yang relevan ;
b. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya ;
c. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja ;
d. Kebutuhan data statistik pemerintah ;

e. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengtahuan.

. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :
192/KMA/SK/X1/2016 tanggal 9 Nopember 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja
Utama, maka Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam Surat Keputusan Nomor :
W18-U/2265/UM.02.2/X1/2017 tanggal 9 Noember2017 tentang Penetapan Reviu Indikator
Kinerja Utama pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2017 pada Pengadilan Tinggi

Kalimantan Timur sebagai acuan kerja yang digunakan untuk :




Menyusun Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2015 - 2019

Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

1|
2
3. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) ; dan
4

. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2017.

Indikator dapat dilihat pada matriks sebagai berikut ini :

INDIKATOR
KINERJA UTAMA KIN PENJELASAN
1. Terwujudnya Proses Persentase sisa Perbandingan antara jumlah sisa perkara
peradilan yang pasti, perkara yang yang diselesaikan dengan Jumlah sisa
Transparan dan Akuntabel. diselesaikan. perkara yang harus diselesaikan.

Persentase perkara
yang diselesaikan
tepat waktu
Persentase
penurunan sisa
perkara

Persentase perkara
yang tidak
mengajukan upaya
hukum:

=  Kasasi

= PK

Index Responden
Pengadilan Tingkat
Pertama yang puas
terhadap layanan
Pengadilan Tinggi .

Perbandingan antara jumlah perkara
yang diselesaikan tahun berjalan dengan
jumlah perkara yang ada.

Perbandingan antara (sisa perkara tahun
sebelumnya dikurang sisa perkara tahun
berjalan) dibagi dengan sisa perkara
tahun sebelumnya.

Perbandingan antara jumlah perkara
yang tidak mengajukan upaya hukum
dengan jumlah putusan perkara.

Index kepuasan pencari keadilan yang
berdasarkan PermenPAN Nomor :
KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24
Pebruari 2004 tentang Pedoman Umum
Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat
Unit Pelayanan Instansi Pemerintah dan
Permen PAN dan RB Nomor 16 tahun
2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan
Masyarakat terhadap Penyelenggaraan
Pelayanan Publik.

2. Peningkatan Efektivitas
Pengelolaan Penyelesaian
Perkara

Persentase salinan
putusan yang
dikirim ke
Pengadilan Pengaju
Tepat Waktu
Persentase
putusan perkara
yang menarik
perhatian
masyarakat yang
dapat diakses
secara online
dalam waktu 1 hari
setelah diputus.

Perbandingan jumlah salinan putusan
yang dikirim ke Pengadilan Pengaju
antara Jumlah putusan

Perbandingan jumlah isi putusan perkara
Tipikor yang di upload dalam website
antara jumlah perkara menarik perhatian
masyarakat yang diputus.




BAB Il
PENUTUP

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan oleh setiap instansi pemerintah yang
meliputi Kementerian Koordinator / Kementerian Negara/ Departemen/ Lembaga Pemerintah
Non Departemen, Sekretariat Jenderal Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga lain yang
menjalankan fungsi pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota dan Pemerintah
Kabupaten.

Keberhasilan Indikator Kinerja Utama secara makro atau dalam arti luas pada suatu
lembaga tidak hanya tidak hanya ditentukan oleh satu instansi/unit kerja, tetapi dipengaruhi
oleh keberhasilan instansi/unit kerja lain. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Utama pada
lembaga (yang mempunyai unit kerja dibawahnya) harus pada tingkat indikator hasil (outcome)
dan secara bertahap ditingkatkan pada tingkat indikator manfaat (benefit) dan dampak
(impacts).

Dalam hal penyusunan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) harus
memperhatikan karakteristik sebagai berikut :

1. Spesifik

2. Dapat dicapai

3. Relevan

4. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur
5. Dapat dikuantifikasi dan diukur

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun

2017 Pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai acuan kinerja yang digunakan untuk :

5. Menyusun Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2015 - 2019

6. Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

7. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) ; dan
8

. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).



LAMPIRAN :

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : W18-U/2265/UM.02.2/X1/2017

TENTANG
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2017
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR




Membaca

Menimbang

Mengingat

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : W18-U/2265/UM.02.2/X1/2017

TENTANG
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2017
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR

KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR

Surat Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor : 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal

24 Oktober 2017 perihal Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017.

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007
Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama diLingkungan
Instansi Pemerintah, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tahun 2017 pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur;

b. Bahwa sesuai hasil Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi
Kalimantan Timur oleh Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan
Tinggi Kalimantan Timur tanggal 21 Desember 2017 maka perlu ditetapkan
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Tentang Penetapan
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017 Pada Pengadilan Tinggi Kalimantan
Timur.

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah ;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di

Lingkungan Pemerintah ;




Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 12 Tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ;

6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 192/KMA/SK/X1/2016
tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Rl ;

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR TENTANG
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2017 PADA
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR.
Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017 Pada Pengadilan Tinggi
Kalimantan Timur sebagaimana terdapat dalam lampiran Surat Keputusan ini dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017 Pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur
merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur
untuk :
1. Menyusun Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2015 - 2019
2. Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
3. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK); dan
4. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.




—

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur

Nomor
Tanggal
Tentang

W18-U/2265/UM.02.2/X1/2017
9 Nopember 2017
Penetapan Reviu Indikator Kinerja

Utama (IKU) Tahun 2017 Pada
Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR

1 2 3 4 5 6
1. | Terwujudnya . Persentase sisa Ketua Laporan Bulanan
proses Peradilan perkara yang Jumlah sisa perkara yang diselesaikan x 100% Pengadilan Tinggi dan
yang pasti, diselesaikan : Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan Kalimantan Timur | Laporan Tahunan
transparan dan - Pidana Catatan :
akuntabel - Pardats Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya
- Tipikor

. Persentase perkara

Ketua

Laporan Bulanan

yang diselesaikan Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan x 100% Pengadilan Tinggi dan
tepat waktu : Jumlah perkara yang ada ; Kalimantan Timur | Laporan Tahunan
- Pidana Catatan :
- Perdata = Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara
- Tipikor yang diputus tahun berjalan.
= Jumlah perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima tahun
berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya.

. Persentase Ketua Laporan Bulanan
penurunan sisa Tn.l-Tn x 100% Pengadilan Tinggi dan
perkara : Tn.l Kalimantan Timur | Laporan Tahunan
- Pllhn Tn = Sisa perkara tahun berjalan

Tn.l1 = Sisa perkara tahun sebelumnya
- Perdata Catatan:
- Tipikor Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan

. Persentase perkara

yang tidak

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum x 100%
Jumlah putusan perkara
Catatan :

Ketua
Pengadilan Tinggi
Kalimantan Timur

Laporan Bulanan
dan
Laporan Tahunan




terhadap layanan
Pengadilan Tinggi

Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 tahun
2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap
Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

mengajukan upaya = Upaya hukum = Kasasi, Peninjauan Kembali (PK).
hukum : = Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka
- Kasasi semakin puas atas putusan Pengadilan
- PK

. Index responden Index Kepuasan Pencari Keadilan Ketua Laporan Survey
Pengadilan Tingkat Catatan : Pengadilan Tinggi Indeks
Pertama yang puas PERMENPAN No : Kep/25/M.PAN./2/2004/ tanggal 24 Pebruari 2004 tentang | Kalimantan Timur Kepuasan

Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Masyarakat

Pencari Keadilan
yang dilakukan
oleh Pengadilan

Tinggi Kalimantan

Timur

Peningkatan . Persentase salinan Jumlah salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju x 100% Ketua Laporan Bulanan
efektivitas putusan yang Jumlah putusan Pengadilan Tinggi dan
pengelolaan dikirim ke Catatan : Kalimantan Timur | Laporan Tahunan
:::'k”:::“"“ Pengadilan Pengaju | SEMA NO.01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA 02 tahun 2010 tentang

Tepat Waktu Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan

. Persentase putusan Ketua dari Laman

perkara yang Jumlah isi putusan perkara Tipikor yang diupload dalam website x 100% Pengadilan Tinggi DirektoriPutusan

menarik perhatian Jumlah perkara menarik perhatian masyarakat yang diputus Kalimantan Timur | Mahkamah Agung

masyarakat yang Catatan: Rl dengan

dapat diakses secara | * One day publish adalah jumlah putusan perkara yang menarik perhatian alamat Website :

online dalam waktu masyarakat yang diupload ke web dalam 1 hari setelah diputus. www.putusan.ma

1 hari setelah =  Maklumat KMA tanggal 22 Mei 2013 tentang One Day Publish hkamahagung.go.

diputus id

di Samarinda
ember 201




